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Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tujuan membentuk kelurga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Seiring waktu berjalan pasti ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan yang kurang harmonisnya hubungan suami dan isteri, kadang ini terjadi karena hubungan kurang terjalinnya komunikasi antara suami dan isteri dan juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan zina dan pemakai barang terlarang serta pihak pihak ketiga dalam rumah tangga. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong melalui metode penelitian lapangan (field researct), dimana kita bisa melihat langsung tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan dan isteri, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, obsevasi lapangan dan dokumentasi. Dan untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi.
Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan. Pertama Pengadilan Agama Slawi selama pandemi Covid-19 kasus perceraian mengalami penurunan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemic covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan perselisihan/pertengkaran terus menerus. Ketiga dampak dari kasus perceraian di masa Pademi Covid-19 di Pengadilan Agama Slawi adalah semua berdampak menyeluruh untuk para pekerja di Pengadilan Agama Slawi itu sendiri, para pekerja menjadi lebih ringan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tapi mengalami kendala dalam pemanggilan persidangan jika didaerahnya diberlakukan lockdown, tugas jurusita pengganti tidak bisa melakukan pemanggilan sehingga sidang harus ditunda dalam waktu yang lama, dan dalam mengajukan kasusnya terhambat oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap situs internet yang ada. Namun untuk sekarang sudah berjalan normal.





Marriage is a physical and spiritual bond between husband and wife, to build a happy family with the aim of forming a sakinah, mawaddah, and warohmah family. Over time there must be problems that occur in the household which result in a less harmonious relationship between husband and wife, sometimes this happens because of the lack of communication between husband and wife and also many factors that cause disputes in the household, one of which is the economy, domestic violence, adultery and users of prohibited goods and third parties in the household.
The method used in this study when viewed from the type and nature of the research, this research is classified through the field research method (field research), where we can see directly about the problems that occur between spouses and wives, whose data sources come from primary data. and secondary data, data obtained using direct interview techniques, field observations and documentation. And to make it easier to check the data, then in checking the validity of the data using the triangulation method.
From this research the writer can draw conclusions. First, the Slawi Religious Court during the Covid-19 pandemic, divorce cases experienced a decline. Second, divorce cases during the COVID-19 pandemic were caused by several factors and the dominating factors were economic factors and continuous disputes. The three impacts of divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Slawi Religious Court were all of the overall impact for the workers at the Slawi Religious Court itself, the workers became lighter in carrying out their work. But experiencing problems in summoning a trial if a lockdown is imposed in the area, the task of a substitute bailiff cannot make a summons so the trial must be postponed for a long time, and in filing a case is hampered by their lack of understanding of the existing internet site. But for now it's running normally.
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Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga akan melahirkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk melepaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia.​[1]​ Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan sebagai berikut:
1.	Melaksanakan sunah Nabi SAW. 
2.	Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW. 
3.	Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram
Perkawinan itu merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam buku III KUH perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagian antara kedua belah pihak ( pasangann suami dan isteri),tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religious (adanya aspek ibadah ), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo,​[2]​ mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rahani juga mempunyai peranan penting. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.
Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asa pertama dalam pancasila.​[3]​
Menurut R. Wirjono Prodjodikori, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peratuaran dari bersama itu.​[4]​Perkawinan adalah perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.​[5]​
Perkawinan tergolong urusan privat atau persoalan pribadi masing-masing orang, bisa melakukan dapat pula tidak, dalam arti bahwa perkawinan itu bukan merupakan suatu kewajibana yang harus dilaksanakan.”However, marriage is not an obligation and this ggives due credence to the fact that some individuals maya not want to marry at all.​[6]​ Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.
Perceraian bisa disebabkan oleh banyak hal apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Seperti kekerasan rumah tangga, masalah ekonomi, masalah psikologi, social budaya, usia kawin terlalu muda dan sebagainya. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII ayat 1 dan 2 menyatakan “bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.
Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.​[7]​cerai gugat dalam pasal 132 ayat 2 yang berbunyi;”gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Cerai talak dalam pasal 114 KHI bahwa;”putsnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 129 KHI.​[8]​
Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan tertentu yang menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak jalan keluarnya kecuali dengan perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun kelurganya. Perceraian itu sendiri bukanlah hal yang dimudahkan dalam agama maupun negara.
Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.
Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN YANG TINGGI AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Slawi)”
B.	Rumusan masalah 
Berdasarkan rumusan latar belakang diatas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1.	 Bagaimana analisis dampak perceraian pada masa pademi covid​-19 di Pengadilan Agama Slawi?
2.	Apa faktor penyebab angka perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Slawi?
C.	Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui analisis dampak perceraian pada masa pademi covid​-19 di Pengadilan Agama Slawi.
2.	Untuk mengetahui angka penyebab perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Slawi.
D.	Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Manfaat secara Teoritis 
Penulisan ini diharapkan guna menambah pengetahuan bagi penulis tentang tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama.
2.	Manfaat secara Praktis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang perceraian.
E.	Tinjauan pustaka
Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :
1.	Nabilla alya Adelia,Siti Muflichah, dan Rochati. Gugatan Cerai karena perselisihan dan pertengkeran terus menenerus (Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan Agama Baturaja Nomor : 30/PDT.G//2019/PA.BTA). Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019. Penelitian ini berisi tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian adalah pertama, untuk mengetahui deskripsi latar belakang sosio-ekonomi pelaku cerai gugat. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebutkan cerai gugat. Ketiga, untuk mengetahui dampak perceraian bagi istri dan anak. Keempat, untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat pada dua kasus penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan fenemenologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama latar belakang pelaku gugat cerai di sebabkan perselisihan dan pertengkaran umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Kedua, faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya di dominasi alasan kurangnya adanya tanggung jawab suami. Ketiga, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya. Keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.​[9]​
2.	Suyono. Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman, Tahun 2015. Penelitian ini berisi tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun2015. Kedua, menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library riset) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian ini pertama adalah menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan faktor-faktor ekonomi. Faktor pendukung lainnya yaitu gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, cemburu, dan lain lain, politis, kawin paksa, kekejaman jasmani, cacat biologis dan kekejaman mental. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap faktor faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015 adalah dengan pertimbangan bahwa kemudharatan yang ringan harus diambil daripada kemudharatan yang berat diantara pertentangan ke-Mafsadatan, dan kaidah Fikiyah bahwa kemudharatan harus dihilangkan.​[10]​




Metode yang digunakan penulis dalam metode penelitian ini adalah:
1.	Jenis Penelitian
Mengingat dalam karya ilmiah, metode merupakan strategis yang mempunyi peran yang penting, karena dalam menggunakan metode dalam upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.​[12]​
 Penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan wawancara, serta melakukan pengumpulan dokumen, yang mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama.
2.	Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu metode dimana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Metode ini memiliki kelebihan yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.
3.	Sumber Data




Data Primer adalah atau data tangan pertama atau disebut juga dengan sumber asli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama atau yang kemudian disebut sebagai informan.
b.	Sumber data sekunder
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk mempermudah penelitian dari data primer. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekundernya adalah laporan perkara yang masuk dan laporan yang telah diputus yang berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama.
4.	Metode Pengumpulan Data
a.	Wawancara (Interview)
Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab kepada Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama, sebagai informan yang mengetahui kondisi tingkat perceraian untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.
b.	Dokumentasi
Dalam penelitian ini, dokumeetasi yang dimaksud adalah pengambilan data laporan perkara yang masuk dan dan data laporan yang diputus yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu tingkat perceraian.
5.	Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan tersebut menggunakan analisa normatif yaitu analisis untuk meneliti kasus terkumpul yang dikembangkan dalam bentuk deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian, diharapkan agar peneliti dapat mendeskripsikan kejadian di lapangan yang nantinya akan menjadi hasil penelitian.
G.	Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu :
Bab I	Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Peneleitian, Rencana Sistematika Penulisan. 
Bab II	Tinjauan konseptual berisi tinjauan umum tentang perceraian kajiannya meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat hukum atas putusnya perceraian.
Bab III	Hasil penellitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Slawi yang meliputi tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19, faktor penyebab tingkat perceraian, dan akan dijelaskan jawaban informan terkait dampak tingkat perceraian di Pengadilan Agama Slawi.






A.	Perceraian Dalam Perspektif Fikih
1.	Pengertian perceraian
Menikah dan kehidupan keluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan suatu umum dan mutlak dalam dunia kehidupan, menikah juga termasuk dari sunnah yang paling ditekankan oleh setiap Rasul, dan juga termasuk dari sunnah yang dianjurkan oleh Rosulullah SWT.
 Dalam Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah adalah bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga sakinah. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah ALLAH AWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi​[13]​
Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sedangkan para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka nantinya​[14]​
Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinajika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Dalam kitab fathul al-Mujib fi syarhi Alfadi at-Taqrib, istilah perceraian atau talaq menurut bahasa adalah (اْلَقيِّدِ حَلُ ) yang artinya melepas ikatan. Sedangkan menurut syarat talaq adalah ( اِسْمٌ لِحَلَّ  َقيَّدِالْنِكَلِ حِ) yang artinya yang dinamakan talaq yaitu melepaskan tali pernikahan​[15]​


Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya)​[16]​
Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri. Sedangkan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut​[17]​:
a.	Sayyid Sabiq
الطلاَقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةُ الزَّوَاجِ وَاِنَّهَآءُالْعَلاَقَةِالزَّوْجِي 
Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan

b.	Abdur Rahman al-Jaziri
اَلطَّلَقُ فيِ اْلإصْطلَاحِ بِأَ نَّهُ اِزَلَةُ النَّلكاَح
Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna اِزَلَةُ adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.
c.	Al-Hamdani
Bercerai adalah lepasnya ikatan dan dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.
2.	Dasar Hukum Perceraian 
Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).​[18]​ 
Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis, maka syari‟at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan ikatannya. Namun jika talak lagi dapat dipertahankan, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat. 
Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan talak menrut Ibnu Hammam yang dikuatkan oleh Ibn’Abidin
dari madzhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak
adalah terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.​[19]​
Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat;​[20]​
a.	Haram
Hukum menjatuhkam talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.
b.	Makruh
Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu
c.	Wajib 




 Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyianyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup. dengan istri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunahkan bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya.
3.	Rukun dan Syarat Perceraian
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut​[21]​
a.	Suami
Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.
b.	Istri 
Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :
1)	Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2)	Istri yang menjalani masa „iddah talak raj‟i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami ynag dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami. 
3)	Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
c.	Sighat talak
Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 
d.	Qashdu (Sengaja) 
Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan maksud lain untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :​[22]​
1)	Berakal 




Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetai akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3)	Atas kemauan sendiri. 
Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
4.	Bentuk-Bentuk Perceraian 
Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraiannya. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain : 
a.	Talak 
Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam yaitu;​[23]​
1)	Talak raj‟i
Talak raj‟i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa „iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2)	Talak ba‟in 
Talak ba‟in yaitu talak yang tidak memberi merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya (putus secara penuh). Untutk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, talak ba‟in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak ba‟in ini terbagi menjadi dua macam yaitu : 
a)	Talak ba‟in sughra ialah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupuun sesudah berakhir masa iddahnya.
b)	Talak ba‟in kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk berkawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba’in kubra terjadi pada talak yang ketiga​[24]​
Dari dua macam talak tersebut, dapat dilihat keadaan istri menjanda, talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam yaitu :
1)	Talak sunni 
Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haidh dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa “iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan ‘iddah. 
2)	Talak bid‟iy 
Yaitu yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini “iddah perhitungan “iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung “iddahnya. 
b.	Khulu‟ (Talak Tebus) 
Khulu‟ atau talak tebus itu adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri atas permintaan istri dengan pembayaran sejumlah harta kepada suami. ​[25]​
Khuluk menurut bahasa ialah tebusan, sedangkan menurut istilah khuluk berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.​[26]​
Khuluk ialah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempuunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami yang mempunyai hak menurut cerai dengan imbalan sesuatu.​[27]​
Adapun kedudukan khuluk sama dengan talak ba’in. Jika suami mau rujuk maka harus dengan akad yang baru. Ibnu Qayyin berpendapat bahwa khuluk berbeda dengan talak. Dalam khuluk tidak mengenal talak satu atau talak ra’I, yang selama masa idah boleh dirujuk suami. Dalam khuluk talaknya langsung ba’in, yang artinya akadnya langsunng rusak, sehingga lebih dekat kesamaannya dengan fasakh.
Dalam khuluk tidak ada rujuk ada hanyalah menikah dengan akad perkawinan yang baru. Akan tetapi, substansinya khuluk merupakan perceraian. Hanya, dalam khuluk dilakukan atas kehendak istri, meskipun yang menjatuhkan talak suami. Hukum setelah adanya khuluk adalah hukum tidak adanya pertalian hubungan saumi istri secara total, karena suami tidak boleh rujuk. Jika nanti mau kembali maka dengan akad yang baru, seperti yang terjadi di talak ba’in.​[28]​
c.	Talak Ta’lik 
Di Indonesia berlaku ketentuan setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan santri untuk minta dinyatakan telah ditalak suaminya dengan pembayaran iwad. Beberapa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri. Apabila istri merasa keberatan untuk menjadi istri, ia dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama atau petugas-petugas lain yang ditunjuk. Apabila pengaduannya dibenarkan, istri membayar „iwad yang telah ditetapkan, dan jatuhlah talak satu atas istri bersangkutan. Menggantungkan jatuhnya talak dengan hal-hal seperti ini setelah akad nikah disebut “ta’lik talak”.
Bentuk sighat ta’lik seperti yang dicantumkan dalam buku nikah dari Departemen Agama sebagai berikut: 
1)	Sewaktu-waktu saya: meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut- turut,
2)	atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 
3)	atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, 
4)	atau saya membiarkan dan tidak peduli istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya membayar uang sejumlah Rp......sebagai wujud iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepada istri saya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.
Mengucapkan ta’lik talak tersebut dilakukan dengan suka rela, bukan merupakan kewajiban undang-undang atau peraturan. Ta’lik talak diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan istri, jangan sampai diperlakukan aniaya oleh suami.
d.	 Illa
Menurut bahasa ila’ adalah sumpah. Sedangkan menurut syaraat, illa adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama empat bulan.​[29]​
Apabila dalam waktu empat bulan suami tidak kembali berbaikan dengan istrinya, menurut pendapat sahabat Ibnu ‘Abbas, istri itu dipandang dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan jatuh talak satu, dan talaknya adalah talak bain sughra (kecil). Suami hanya dapat kembali hidup bersuami istri dengan bekas istrinya itu dengan melakukan akad nikah baru. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.
Imam Malik, Syafi‟i, dan Ahmad berpendapat bahwa istri itu tidak dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan berlalunya masa empat bulan. Namun, suami hendaklah diperintah untuk memilih, apakah kembali berbaikan dengan istrinya, berarti menarik sumpahnya atau menyatakan talak terhadap istrinya. Apabila suami tidak mau menentukan salah satu dari dua macam hal itu, hakimlah yang menyatakan talak atas istri itu.
e.	Dhihar 
Dhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibuunya, sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti ungkapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskan pada talak maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu.​[30]​
 Menyamakan istri dengan punggung ibu, bearti memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakan satu bentuk dari perceraian itu dibatalakan oleh islam. Apabila semua mengatakan dhihar kepada istrinya, istrinya haram untuk dikumpuli kecuali setelah suami membayar kafarat berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, hendaknya suami istri puasa dua bulan berturut-turut. Dan apabila masih tidak mampu, hendaknya memberi makan enam puluh orang miskin. 
f.	Fasakh
Kata fasakh artinya merusakkan atau membatalkan jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.​[31]​ 
Fasakh dapat terjadi karena ada hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena suatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan berlangsung. 
Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan agama fasakh yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas. Sedangkan fasakh yang tidak memerlukan keputusan pengadilan atau dapat dikatakan fasakh yang terjadi atas kekuatan hukum adalah fasakh yang disebabkan oleh hal-hal yang cukup jelas.
Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut: 
1)	Karena adanya balak (penyakit kulit yang menular)
2)	Suami sakit gila 
3)	Karena penyakit kusta
4)	Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
5)	Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan 
6)	Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
7)	Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
8)	Suami maafud, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dania dalam waktu yang cukup lama (misalnya empat tahun)​[32]​
Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengdilan, jika suami menjumpai bahwa istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam perkawinan yang semula tidak diketahuinya, maka dapat mengadukan kepada pengadilan untuk di fasakh perkawinannya. Akibat-akibat fasakh adalah sebagai berikut:
1)	Istri yang diceraikan pengadilan agama dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama sebagai suami istri, maka mereka harus melakukan akad yang baru.
2)	Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang akad nikahnya pernah dilakukan oleh walinya pada waktu mereka masih anak- anak dibawah umur. Apabila merekan tiba-tiba berkinginan untuk kembali hidup sebagai suami istri, maka harus melakukan dengan akad nikah yang baru.
g.	Li’an
Li’an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirnya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li’an apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktiakannya akan dihukum pukul dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.​[33]​
Adapun akibat hukum dari peristiwa li’an yang dilakukan oleh suami istri adalah sebagai berikut; 
1)	Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
2)	Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah li’an juga.
3)	Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri.
4)	Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya.
5)	Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan li’an itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru.
Sedangkan akibat hukum li’an yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.
1)	Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal 125 KHI)
2)	Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 43 (1) huruf b KHI).
3)	Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum ) perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
4)	Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri ( pasal 163 (2) huruf b KHI).
5)	Anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya ( pasal 162 KHI) 
6)	Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah iddah bekas istri ( pasal 162 KHI )
h.	Nusyus dan syiqaq 
Nusyus adalah konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebenceian serta permusuhan yang kadang kala pada klimaksnya sampai pada keberpalingan. Dari kasus semacam ini yang kemudian muncul adalah kata nusyus, yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajiban dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh​[34]​
Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, syiqaq berbeda dengan nusyuz, yang perseisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.
Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab terjadinya syiqaq dann berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapkan yang dihadapkan oleh kedua suami istri tersebut.
Jika syiqaq benar-benar tidak dapat diatasi, dan menurut pertimbangan para hakim lebih maslahat apabila diceraikan saja antara dengan suami dan istri bersangkutan, dalam menceraikan keduanya itu dapat diajukan pertanyaan apakah hakim berkedudukan wakil suami istri atau mempunyai kuasa penuh untuk menentukan keputusan. Dalam hal pertama hakim berkedudukan sebagai wakil istri bersangkutan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hamifah, Syafi’i dalam satu riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling mahsyur. Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu Tsur, ulama-ulama Dhairi,Syiah Ja’fariyah dan Syiah Zaidiyah juga berperndapat demikian.
B.	Perceraian dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam ( KHI)
1.	Pengertian perceraian (talak) Menurut KHI 
Di dalam Komplasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 di tegaskan talak adalah “ikrar suami dihapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang talak secara terperinci hanya terdapat macam-macam talak yaitu disebutkan pada pasal 118, 119, 121, 122 yaitu:
Pasal 118
Talak Raj’I adalah talah kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah

Pasal 119
Talak Ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak Ba’in sugrha sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a.	Talak yang terjadi qabla dan dukhul 
b.	Talak dengan tebusan atau khuluk 
c.	Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pasal 120
Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas, istri, menikah dengan orang lain dengan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan jabis masa iddahnya.
Pasal 121
Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhdap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
Talak bid’I adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih jelasnya dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah : 
a.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan 
b.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. 
d.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau, penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e.	Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. 
f.	Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g.	Suami melanggar ta’lik talak
h.	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga​[35]​ 
Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawnan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian: 
a.	Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
b.	Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.​[36]​
Dalam demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama.


2.	Akibat putusnya perceraian (cerai gugat) 
Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:​[37]​
a.	Harta benda dalam perkawinan 
Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:
1.	Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2.	Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada masal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
b.	Kedudukan anak
Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa ada pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai ana kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan,”anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1.
Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:​[38]​
1)	Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: 
a)	Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
b)	Ayah
c)	Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
d)	Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
2)	Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 
3)	Apabila pemegang hadhanah tidakdapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4)	Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.	Bagaiamana Analisis Dampak Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di kab. Tegal 
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat diputus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk berceraian karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.​[39]​
Pada masa pandemi covid-19 ini kasus peceraian dibeberapa daerah mengalami penurunan. Seperti halnya yang terjadi pada pengadilan Agama Slawi, kasus perceraian selama masa pandemi juga mengalami penurunan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Hal ini berdasarkan penurutan dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Slawi.
Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Slawi tentang dampak perceraian yang tingi pengaruh covid-19.
Pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Slawi mengalami penurunan. Berikut saya paparkan hasil wawancara dengan Hakim Drs. Amroni, M.H di Pengadilan Agama Slawi, beliau pun berkata.
“kasus perceraian pada awal masa pandemic covid-19, yang pada waktu itu diberlakukan lockdown dan work frome home (wfh) sehinngga pengadilan Agama Slawi membatasi penerimaan jumlah perkara yang seingga menyebabkan jumlah perkara yang diterima, diperiksa dan diputus mengalami penurunan”.​[40]​

Jadi di Pengadilan Agama Slawi selama masa pandemic Covid-19 mengalami penurunan. Pada bulan Maret sampai Desember 2020 beberapa perkara yang masuk selama pandemic Covid-19. Namun perkara yang masuk belum tentu akan diputus oleh Pengadilan Agama Slawi. 
Dan selama masa pandemi Covid-19 dari bulan Maret sampai Desember perkara yang diputus Pengadilan Agama Slawi ada beberapa perkara, 
“pada masa pandemi covid-19 saat ini perkara yang diterima banyak ada izin poligami, cerai talak, cerai gugat, dispensasi kawin, ekonomi dan lain-lain bisa dilihat dilaporan.​[41]​ 

Jadi selama masa pandemi covid-19 pengadilan Agama Slawi ada beberapa perkara yang masuk. Pengadilan Agama Slawi bersifat pasif, ketika ada yang mengajukan perkara maka Pengadilan tidak bisa menolaknya. Diterima atau ditolaknya semua tergantung majelisnya. 
Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu bahwa selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Slawi mengalami penurunan. 
Berikut adalah sebuah Grafik penurunan kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan hasil wawancara dan data laporan perkara yang masuk dan yang sudah diputus Pengadilan Agama Slawi.
Gambar 4.1Grafik Peningkatan Kasus Perceraian pada Bulan Maret sampai Desember 2020.

Dari keterangan grafik tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian terkecil pada bulat Desember. Dan dari pernyataan Hakim yang telah peneliti wawancarai, mereka mengemukakan bahwa kasus perceraian mengalami penurunan pada masa lockdown atau pada bulan Maret, April, dan Mei.
Namun kenyataannya penurunan tidak terjadi pada masa lockdown, tetapi pada bulan Desember. Mngkin memang terjadi penurunan kasus perceraian pada masa lockdown seperti yang dikatakan oleh Hakim. Tetapi jumlah lebih kecil pada bulan Desember. 
Dibandingkan dengan tahun kemarin tahun 2019, menghitung mundur dari bulan Februari dan January tahun 2020, selanjutnya bulan Desember, September, Agustus, November, dan Desember maka pada bulan-bulan ini perceraian lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2020. 
Berikut adalah sebuah grafik penurunan kasus perceraian berdasarkan data dan laporan yang ada di Pengadilan Agama Slawi yang telah diputus perkara.
Gambar 4.2 Grafik Penurunan Kasus Perceraian Bulan Maret tahun 2020 serta bulan Agustus sampai Desember tahun 2019.

Pada grafik diatas tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada bulan January dan February tahun 2020 serta bulan Desember sampai bulan Agustus tahun 2019 paling sedikit pada bulan February tahun 2020, kasus perceraian terjadi pada bulan September tahun 2019 yang hanya berselih 1 angka.
Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kasus perceraian selama masa pandemi di Pengadilan mengalami penrunan dan terjadi pada bulan Desember dan pada masa lockdown yaitu bulan April, Mei dan Juni mengalami peningkatan. 
B.	Faktor-faktor Penyebab Angka Perceraian yang tinggi pada masa Pandemi Covid-19 
Selama masa pademi Covid-19 kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 
1.	Faktor zina 
Zina merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai talak maupun cerai gugat ke Pengadilan Agama. Sebagaimana tertuang dalam pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembeuhkan.​[42]​
Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi jumlah perkara untuk faktor penyebab perceraian karena zina tergolong sedikit yaitu hanya 20 faktor ini mendominasi terjadinya penurunan selama masa pandemic Covid-19.
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 ( pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Pengadilan Agama.​[43]​
2.	Faktor karena Mabuk, 
Mabuk merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Slawi. Karena mabuk merupakan perbuatan yang diharamkan dan harus dijauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami istri, sebagaimana alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam antara lain menjelaskan bawha perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi terdapat 1 selama tahun 2020 dan 4 perkara pada tahun 2019 yang diajukan Karena pasangannya selalu mabuk-mabukan. Dari total 5 perkara perceraian yang diajukan karena alasan mabuk, semuanya diajukan oleh pihak istri. Suami yang sering mabuk menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan menjadikan malas bekerja dan selalu bersikap temperamental.
3.	Faktor Madat
Madat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah canda ( yang telah dimasak dan siap untuk diisap).​[44]​ Madat dapat diartikan kecanduan sesuatu yang dapat dihisap yakni narkoba. Madat dapat dijadikan sebuah alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi terdapat 2 perkara perceraian selama tahun 2020 yang diajukan karena alasan suami madat. Madat merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hokum positif.
4.	Faktor Judi
Judi dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sala satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi terdapat 6 perkara selama tahun 2019 dan 5 perkara selama tahun 2020 yang diajukan karena judi. Semua perkara yang diajukan karena judi oleh pihak istri, yang disebut cerai gugat. Sebab suami selalu menghabiskan uang gajinya untuk judi, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Judi juga dapat dijadikan sebuah alasan perceraian karena judi merupakan perbuatan yang melanggar hokum agama dan hokum positif. 
5.	Meninggalkan salah satu pihak
Meninggalkan salah satu pihak merupakan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Slawi, bahwa atas dasar uraian gugatan penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya. Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi 1,201 perkara selama tahun 2019 dan 907 perkara perceraian selama tahun 2020 yang diajukan karena alasan meninggalkan salah satu pihak.
6.	Faktor poligami 
Poligami merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling sedikit di Pengadilan Agama Slawi. Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Slawi faktkor poligami ini hanya ada 2 perkara selama tahun 2020. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau disebut dengan cerai gugat. Istri mengajukan cerai gugat Karena suami hendak poligami namun istri tidak mengizinkan. Tetap suami bersikeras untuk melakukan poligami, sehingga istri lebih memilih berpisah dari pada harus poligami. Poligami memang diperbolehkan dalam Agama Islam tetapi poligami bukanlah solusi yang menyenangkan. Jika isteri tidak mengijinkan san suami untuk berpoligami. Poligami diperbolehkan dengan alasan disebabkan karena beberapa hal yakni:
a.	Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
b.	Bila istri telah tua dan mencapai umur ya’isah (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri; 
c.	Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;
d.	Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.​[45]​
Berkaitan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hokum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 yang berbunyi:
a.	Pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami; 
b.	Pengadlan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang brsangkutan.​[46]​
7.	Faktor Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT )
Faktor ini disebabkan Karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga memnyebabkan luka disalah satu pihak anggota badan. Semua perkara yang diajukan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga diajukan oleh pihak istri, karena memang istri yang banyaak menjadi korban kekerasan yang dilakukakn oleh suami. Dalam pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraiam adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ynag membahayakan pihak lain. Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Slawi terdapat 20 perkara selama tahun 2020 yang diajukan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. 
8.	Faktor Cacat badan 
Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Dalam pasal 116 ayat e yang menyebutkan bahwa satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Berasarkan data perkara di Pengadilan Agama Slawi terdapat 2 perkara selama tahun 2020 dan 10 perkara selama tahun 2019 yang diajukan karena alasan cacat badan seperti kecelakaan sehingga sudah tidak normal seperti dahulu atau cacat badan lainnya. 
9.	 Faktor Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
Kehidupan berrumah tangga tentunya diwarnai dengan berbagai masalah. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan dengan berlangsung terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruamah tangga.
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor terbanyak kedua setelah ekonomi yang menjadi faktor perceraian. Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Slawi terdapat 1,087 perkara selama tahun 2020 dan 1,028 perkara pada tahun 2019 yang diajukan karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti menentukan tempat tinggal dan tidak mendengarkan nasihat dari isteri atau suami.
Sang isteri yang terlalu berani kepada suaminya dan tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya, suami atau isteri apabila melakukan hal-hal yang salah dan diingatkan oleh pasangannya tidak mau mendengarkan bahkan memarahi pasangannya. Tentunya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dalam kehidupan rumah tangga.
10.	Fakator Kawin paksa 
Kawin paksa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slaawi pada tahun 2019 terdapat 40 perkara dan selama tahun 2020 terdapat 11 perkara perceraian karena kawin paksa. Kawin paksa disini adalah perkawinan paksakan dan bukan atas kehendak masing-masing pihak. Seperti yang tertera di Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 “perkawinan harus didasarkan atas persetjuan kedua calon mempelai.
11.	Faktor dihukum penjara
Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena di pencara. Suami yang dipenjara istri tidak bisa mendapatkan nafkaf dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah yang menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak istri disebut cerai gugat.
Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi selama 2020 terdapat 1 perkara, faktor ini mendominasi terjadinya penurunan kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemic Covid-19.
Dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan siding Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil sebagai berikut:​[47]​
a.	Perceraian hanya dapat dilakukan siding pengadilan
b.	Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.
Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:
a.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sudah disembuhkan
b.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin phak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yan lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d.	Salah satu pihak melakukan kekejaman ata penganiyayaan berat yang membayakan pihak lain. 
e.	Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
f.	Antara suami dan istri terus ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.​[48]​
12.	Faktor Ekonomi 
Ekonomi mejadi faktor terbanyak perceraian, berdasarkan data perkara di Pengagadilan Agama Slawi selama tahun 2019 terdapat 1,712 perkara dan mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini terdapat 1,289 perkara karena faktor ekonomi. Untuk faktor ekonomi bisa dikatakan tinggi karena jumlahnya tinggi walaupun mengalami penurunan, faktor ini juga dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian ynag terjadi walaupun tidak menjadi waktor utama. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena suami yang tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri pun bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor ekonomi disebabkan karena isteri yang selalu merasa kurang selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini .
Berkaitan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan ) dapat dillihat dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkaf yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai kemampuan si suami.​[49]​
Grafik 4.3 Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Bulan Maret sampai Desember








Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1.	Dampak dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi selama masa Pandemi Covid-19 berdampak secara menyeluruh. Di Pengadilan Agama Slawi mengalami kendala pemanggilan persidangan di daerah lain diberlakukan lockdown, tugas jurusita pengganti tidak bisa melakukan pemanggilan sehingga sidang harus ditunda dalam waktu yang lama mengikuti aturan lockdown ditempat tersebut, dan disebabkan masyarakat kurangnya pemahaman mereka terhadap situs internet yang ada. Tetapi sekarang sudah berjalan normar.




Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :
1.	Perlu sosialisasi kepada masyrakat tentang dampak yang ditimbulkan dari masa pandemic Covid-19 tentang perceraian. Sosialisasi perceraian yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih ditegaskan lagi agar bisa mengurangi perceraian yang terjadi. Karena ini tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan masyrakat dalam berbangsa, beragama, dan bernegara sehingga terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 
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